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Dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah melalui pendidikan dan pelatihan, dapat disampaikan dengan hormat kepada Saudara beberapa petunjuk pedoman penyusunan program dan pembinaan Diklat Aparatur Departemen Dalam Negeri/Pemerintah Daerah Tahun 1994/1995 sebagai berikut:

1. KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR:

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur, khususnya dalam lingkup Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi sentral Departemen Dalam Negeri yang secara substantive bertindak selaku Pembina sosial politik, pemerintahan umum, dan otonomi daerah, pembangunan daerah, pembangunan masyarakat desa, Pembina administrasi, pengawasan, penelitiandan  dan pengambangan serta pendidikan dan pelatihan. Cakupan wewenang dan ruang lingkup tugas yang demikian itu, mengundang tanggung jawab yang besar untuk secara konsisten mendukung setiap aspek dari program pemerintah untuk mencapai tujuan nasional, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan dalam rangka pemerataan dan Trilogi Pembangunan, serta mengangkat derajat bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa lain.

Sehubungan dengan itu guna mengantisipasi kompleksitas tugas dan permasalahan yang akan dihadapi pada era Pembangunan Dua Puluh Lima Tahun Tahap II (PJPT II) khususnya dalam pelaksanaan tahun pertama proses tinggal landas yang sekaligus tahun pertama Pelita VI perlu ditetapkan program pembinaan aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih mendasar dan berorientasi kepada peningkatan kualitas kemampuan teknis, manajerial dan professional dengan kurikulum materi pendidikan dan pelatihan yang standar, serta tenaga pengajar dan penyelenggara yang tangguhdan terstandar pula.

2. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENJENJANGAN KARIER:

Dalam rangka pembinaan aparatur dilingkungan Departemen Dalam Negeri berdasarkan system karier dan prestasi kerja untuk lebih menjamin kemampuan kepemimpinan pejabat Struktural maka disamping persyaratan lain yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dalam pengisian formasi Jabatan Struktural, diklat penjenjangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1993 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Persyaratan. Tata cara Pengajuan Usul Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural . Persyaratan Diklat dimaksud adalah Sespa untuk Pejabat Eselon II, untuk Eselon III Sepadya, untuk Eselon IV sepala dan untuk Eselon V Sepada.

Sehubungan dengan itu dimintakan perhatian Saudara agar dalam mutasi dan promise dalam jabatan senantiasa berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1993 tersebut.

3. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIK FUNGSIONAL :

Pendidikan dan pelatihan Teknis Fungsional dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan perorangan Aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi kerjanya.

Jenis Diklat Teknik Fungsional yang diprogramkan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan akan pelayanan dari masyarakat. Program diklat Teknis Fungsional disesuaikan dengan kebutuhan obyektif masing-masing daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis professional dan kemandirian. Namun demikian, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya terdapat beberapa jenis kursus/pelatihan/penataran yang perlu mendapatkan perhatian khusus meliputi Kursus Manajemen Proyek (KMP), Kursus-kursus keuangan, kursus Bendaharawan, Kursus-kursus di bidang Perencanaan (Teknis Manajemen Perencanaan Pembangungan/TMPP, latihan Perencanaan dan Tatalaksana Pembangunan Daerah/LPTPD), diklat bagi pejabat fungsional serta diklat teknik fungsional lainnya termasuk diklat luar negeri yang masih harus terus disempurnakan dan dikembangkan.

Sehubungan dengan itu dimintakan perhatian Saudara terhadap upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatur dengan bidang tugas dan kebutuhan organisasi.

4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN:

Dalam rangka meningkatkan tugas-tugas pemerintahan secara professional diperlukan pembinaan dan pengembangan manajmene pemerintahan yang berorientasi kepada kepentingan umum, pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui upaya-upaya pembangunan. Untuk mewujudkan maksud tersebut diperlukan pandangan, sikap dan pengetahuan yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam rangka membina dna mengembangkan manajemen pemerintahan perlu diadakan pendidikan dan pelatihanbagi aparatur wilayah/Daerah yang meliputi kelompok sasaran Pimpinan Wilayah/Daerah, Staf Umum Wilayah/Daerah, Staf Bidang Kependudukan, Hukum, Sospol dan para Anggota Legislatif/Anggota DPRD Tk I dan DPRD Tk II serta penyiapan Kader-Kader Pimpinan Pemerintahan melalui Sekolah Tinggi Pemeintahan Dalam Negeri   (STPDN), Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), Kursus Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Suspin pemdagri), Pendidikan Sarjana (S1), Pasca Sarjana (S2 dan S3) serta pengembangan professional kediklatan.

Sehubungan dengan itu dimintakan perhatian saudara terhadap upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatur terhadap hakekat penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasai oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

5. GELADI BINA PRAJA:

Pembinaan Aparatur dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah secara konsepsional dan konsisten dilaksanakan dalam suatu siklus pendidikan, penempatan, pelatihan selanjutnya    dididik kembali, ditempatkan dan dilatih, sehingga seorang aparatur dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah akan menjadi aparatur yang handal dan professional.

Pada saat ini program pendidikan dan pelatihan kedinasan dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah masih lebih menitik beratkan kepada aspek pendidikannya saja, sedang aspek pelatihan masih dirasa sangat kurang. Untuk itu tahun 1993/1994 Departemen Dalam Negeri bekerjasama dengan Mabes TNI-AD dengan Asistensi dari Pusbangsisops mulai dikembangkan suatu metode pelatihan yang didahului dengan penyelenggaraan Geladi Bina Praja. Program Geladi Bina Praja sebagai suatu metode pelatihan dimaksudkan untuk membina dan melatih keterampilan aparatur sesuai bidang tugas yang diembannya. Program ini dikembangkan berdasarkan tuntutan dan perkembangan kebutuhan akan pembinaan aparatur yang tidak mungkin lagi dilakukan hanya dengan pendidikan. Selanjutnya mulai tahun 1994/1995 daerah diharapkan segera menyusun Program Geladi Bina Praja dan sekaligus kesiapan untuk menyelenggarakannya.

6. KEGIATAN PENUNJANG :

Guna menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, dimintakan sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dapat lebih memperhatikan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pendidikan dan pelatihan, masalah kelengkapan sarana dan prasarana pendidikand aparatur Negara pelatihan, peningkatan alokasi biaya, penyempurnaan, pemantapan dan pengembangan system pendidikan dan pelatihan termasuk pengembangan Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan.

7. PROGRAM DIKLAT TAHUN ANGGARAN 1994/1995 DAN RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN VI:

Pokok-pokok program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Departemen Dalam negeri/pemerintah Daerah Tahun 1994/1995 sebagaimana dalam Lampiran I dan Kebijaksanaan Umum Peningkatan Kemampuan Aparatur (Diklat) Departemen Dalam Ngeri dan pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Lima Tahun Keenam (Pelita VI) sebagaimana dalam Lampiran 2, untuk dijadikan landasan dan pedoman dalam :

a. Menyusun program/kegiatan pendidikan dan pelatihan di daerah Tahun Anggaran 1994/1995 dan tahun –tahun berikutnya.

b. Menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI) Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Demikian untuk mendapat perhatian saudara dan dilaksanakan sepenuhnya.

MENTERI DALAM NEGERI

MOH. VOGIE S.A

TEMBUSAN :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

2. Menteri Negara Perencanaan Pembanguan/Ketua Bappenas;

3. Menteri Keuangan;

4. Ketua Lembaga Administrasi Negara;

5. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan kepala Badan dilingkungan Depdagri serta para staf Ahli Menteri Dalam Negeri;

6. Rektor Institut Ilmu Pemerintahan;

7. Ketua STPDN;

8. Para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk I;

9. Para sekwilda Tk I;

10. Para Ketua bappeda Tk I;

11. Para Kepala Inspektorat wilayah Propinsi;

12. Para Kepala Diklatwil dan Diklatprop Dati I;

13. Para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk II.

LAMPIRAN I 
:  Surat Menteri Dalam Negeri

Nomor
: 890/3519/SJ

Tanggal
: 18 Nopember 1991


PEMANTAPAN PROGRAM PEMBINAAN DIKLAT APARATUR

DEPARTEMEN DALAM NEGER/PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 1994/1995

I. PENDAHULUAN.

1. Pembangunan lima tahun keenam merupakan fase awal pelaksanaan pembangunan jangka panjang tahap kedua yang secara spesifik menekankan strategi pembangunan pada aspek pengembangan sumber daya manusia. Terkait dengan pengertian sumber daya manusia adalah sumber daya aparatur negara, yaitu keseluruhan lembaga negara serta pemerintahan negara yang meliputi aparatur negara dan pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, bertugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta senantiasa mengabdi dan setia kepada kepentingan, nilai-nila dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

2. Pembangunan aparatur negara diarahkan pada makin terwujudnya dukungan administrasi negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan untuk mewujudkan system administrasi negara yang makin handal, professional, efesien dan efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan terhadap dinamika perubahan strategis. Upaya seperti ini terkait erat dengan pergeseran fungsi dan peranan aparatur negara dalam pembangunan jangka panjang Tahap Kedua yang lebih menjamin kea rah profesionalisasi kerja dan pemberi kesejahteraan (fasilitator) administrasi dan pelayanan (servier provider).

3. Disamping itu, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, khususnya dalam lingkup Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi sentral Departemen Dalam Negeri yang secara substantive bertindak selaku Pembina sosial politik, pemerintahan umum dan otonomi daerah, pembangunan daerah, pembangunan masyarakat desa, Pembina administrasi, pengawasan, penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan. Cakupan wewenang dan ruang lingkup tugas yang luas tersebut mengandung tanggung jawab yang besar untuk secara konsisten mendukung setiap aspek dari program pemerintah untuk mencapai tahapan nasional, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan dalam rangka pemerataan dan Trilogi pembangunan, serta mengangkat derajat bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa lain.

Sehubungan dengan itu program pembangunan sumber daya manusia aparatur perlu terus, diupayakan dan ditingkatkan dengan menciptakan prakondisi yang mendukung.

4. Program peningkatan kualitas aparatur negara dan pemerintah melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan diupayakan untuk semakin adaptif terhadap kemajuan dan perkembangan, kompleksitas tantangan dan peluang,serta akomodatif  terhadap pelaksanaan tugas pokok Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Pendidikan dan pelatihan pada Pembangunan Lima Tahun Keenam semakin diarahkan  pada peningkatan kemampuan aparat perencana, pelaksana dan pengawasan serta pengendali pembangunan. Dengan pola seperti ini diharapkan pelaksanaan dan hasil pembangunan pada lima tahun ke depan benar-benar mencerminkan  aspirasi masyarakat dan kemampuan aparat pemerintah sebagai pengatur utama pembangunan.

5. Dalam kaitan ini, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah pada tahun 1994/1995 diarahkan kepada peningkatan kualitas, profesionalisme dan mentalitas aparatur yang handal dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

6. Dengan demikian sasaran utama pendidikan dan pelatihan sedapat mungkin diarahkan pada upaya peningkatan kualitas aparatur ditingkat Kabupaten/Kotamadya Dati II, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sehingga setelah mengikuti suatu diklat, semakin sadar dan bertindak sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat kemandirian Daerah Tk II dalam mengurus rumah tangganya atas kemampuannya sendiri serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat oleh Aparat pemerintah Daerah Tk II, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, guna mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, yajng dititik beratkan pada pelaksanaan otonomi daerah Tingkat II. Sehubungan dengan itu dalam rangka penyusunan program pendidikan dan pelatihan aparatur dalam jajaran Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Tk I dan Pemerintah Dearah Tk II perhatian diarahkan ada hal-hal sebagai berikut:

a. Lebih mengefektifkan Tim Koordinasi Penyusunan dan perumusan Program Pendidikan dan pelatihan Aparatur yang dipimpin oleh Sekwilda Tk I untuk Propinsi Daerah Tingkat I dan sekwilda Tk II untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah tingkat II.

Forum Komunikasi PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara) Daerah yang ada disetiap daerah hendaknya juga membahas program-program diklat.

b. Dalam  rangka peningkatan dan pengembangan kemampuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di daerah, maka telah dilakukan penataan kembali organisasi dan tatakerja Diklatprop Dati I dan pembentukan Subag Diklat Pegawai pada Bagian kepegawaian Setwilda Tk II dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan instruksi Menteri Dalam Negeri masing-masing:

1) Keputusan mdn Nomor 19 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Diklat Prop Dati I;

2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang pedoman Organisasi dan tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Tk II, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk II;

3) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri n 19 Tahun 1992.

Sehubungan dengan itu segala kegiatan pendidikan dan pelatihan Aparatur Pemerintah di daerah, harus dilakukan oleh dan atau dibawah koordinasi dan tanggung jawab Diklatprop Dati I.

c. Berdasarkan  pengolahan data APBD tk I dan Tk II yang selama ini dilakukan , ternyata  peningkatan rasio anggaran Diklat terhadap anggaran belanja pegawai tahun 1992/1993 dibandingkan dengan tahun 1993/1994 secara umum cukup berarti. Namun demikian, pada sebagian Dati I dan Dati II sampai saat ini masih dibawah 2,50.

Sehubungan dengan itu rasio anggaran diklat pada apbd masing-masing daerah agar dapat ditingkatkan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1991 Nomor 890/3109/SJ. Perihal Pemantapan Program Pembinaan Diklat Aparatur Depdagri/Pemda Tahun 1992/1993 yaitu sebesar 5%-10% dari jumlah anggaran belanja pegawai.

d. Di beberapa daerah ternyata sarana dan prasarana Diklatprop Dati I yang tersedia saat ini belum memadai. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Diklat.

Untuk itu penyempurnaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana  Diklatprop Dati I harus tetap dilanjutkan dan ditingkatkan.

II. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

Pendidikan dan Pelatihan aparatur sebagai bagian integral dari kebijaksanaan personil dalam rangka Pembinaan Aparatur di samping sebagai sarana Pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tehnis, manajerial dan professional mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas juga dimaksudkan sebagai sarana untuk memantapkan sikap mental aparat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, disiplin, semangat pengabdian dan keteladanan serta tanggap terhadap aspirasi rakyat. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan ditingkatkan untuk dapat mengatasi kesenjangan antara sikap dan kemampuan yang dipersyaratkan bagi suatu jabatan atau tugas dan tanggung jawab tertentu dengan sikap dan kemampuan yang nyata-nyata dimiliki.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka mengantisipasi kompleksitas tugas dan permasalahan yang akan dihadapi pada Era Pembangunan Dua Puluh Lima Tahun Tahap II (PJPT) perlu ditetapkan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerntah Daerah guna menopang strategi pembangunan yang bertumpu kepada kemampuan sumber daya manusia.

Dalam kaitan ini, Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur akan diarahkan untuk melanjutkan dan menyelesaikan Program-program yang telah ditetapkan dalam Repelita V, mengadakan pengembangan dan pembaharuan yang di sesuaikan dengan perkembangan pengetahuan, tehnologi dan perkembangan tuntutan masyarakat akan pelayanan dalam Repelita VI.

Pengembangan dan pembaharuan tersebut diantaranya menyangkut, system, isi, mekanisme dan frekuensi kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, utamanya bagi para Aparatur di Tingkat Kabupaten/Kotamadya Dati II ke bawah, yang langsung berada di lapangan. Hal ini tidak berarti mengabaikan peningkatan mutu tenaga-tenaga yang bertugas di tempat lainnya.

Untuk mendukung pengembangan dan pembaharuan sebagaimana di kehendaki, akan ditingkatkan kerja sama baik di dalam Negeri, Regional maupun internasional dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan utamanya yang menyangkut system diklat, analisa kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, penyempurnaan dan penyusunan kurikulum, silabi, metode pengajaran, materi pendidikan dan pelatihanserta kerja sama dalam hal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Kemudian untuk mendorong keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kemampuan Aparatur di Daerah, pembinaan dan koordinasi akan lebih ditingkatkan utamanya dalam hal perencanaan, pemrograman, penganggaran dan pembinaan peserta/alumi. Disamping itu untuk lebih menjamin hasil pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Jabatan Fungsional lainnya akan lebih dikembangkan dan diperkuat, sedang untuk mengefektifkan pemanfaatan hasil-hasil pendidikan dan pelatihan dikembangkan Peraturan perundangan dan langkah-langkah kongkrit  yang mengaitkan keberhasilan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan penempatan dan pengisian Jabatan serta dalam rangka pengembangan karier yang bersangkutan. Untuk itu system Informasi Manajemen (SIM) Pendidikan dan Pelatihan akan dimantapkan dengan penggunaan sarana Komputer yang terstandar diseluruh jajaran Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.

Adapun rincian Program Pendidikan dan Pelatihan dalam Tahun 1994/1995 terdiri dari :

A. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENJENJANGAN KARIER

1. Mengingat jumlah Alumni Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan karier sampai dengan akhir Repelita V masih jauh dari kebutuhan yang dipersyaratkan dalam Jabatan sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1994 tentang Petunjuk Tehnis Mengenai Persyaratan, Tatacara pengajuan Usul Pengangkatan Dalam Jabatan struktural, Persyaratan Diklat penjenjangan semakin penting untuk Jabatan Eselon II adalah sespa, untuk Eselon III Sepadya, untuk Eselon IV Sepala dan untuk Eselon V Sepada. Kebijaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjenjangan karier dengan mengikutsertakan Pemerintah Daerah Tk I dan Tk II baik dalam tehnis penyelenggaraan maupun dalam pembiayaan dan akan lebih ditingkatkan dan diperluas lagi memasuki Pelita VI.

2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan:

a. sekolah Staf dan pimpinan Administrasi (Sespa) bagi Pejabat Bupati/Walikotamadya Kdh. II, Sekwilda Tk II dan Pejabat eselon II tetap akan diupayakan.

b. Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Madya (Sepadya) diselenggarakan oleh Diklat Wilayah dan Diklatprop dati I dengan rekomendasi izin Badan Diklat.

c. Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Lanjutan (Sepala) diselenggarakan oleh Diklatprop Dati I.

d. Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Dasar (sepada) diselenggarakan oleh Diklatprop Dati I, Tingkat Pembantu Gubernur dan daerah Tk II, dengan koordinasi Diklatprop Dati I.

Dalam rangka menyusun program dan penyelenggaraan diklat penjenjangan di Daerah, maka dimintakan Daerah Tingkat II dapat mengirimkan data jumlah Jabatan Struktural , Pejabat Struktural dan alumni diklat penjenjangan ke Badan Diklat  Jln. Pahlawan Nomor 8 Jakarta Selatan dengan tembusan Diklatprop Dati I paling lambat 31 Maret 1994.

3. Latihan Pra Jabatan dan kepribadian (LPJ-K)

Latihan Pra Jabatan dan kepribagian diperuntukan bagi para calon Pegawai, sehingga jumlah target group yang akan dididik dan dilatih di sesuaikan dengan formasi penerimaan pegawai yang ada. Pelaksanaan LPJ-K bagi para calon Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 893.3-252 tanggal 28 Oktober Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Latihan Pra Jabatan dan Kepribadian (LPJ-K), yang pelaksanaannya terbagi dalam 4 (empat) kelompok yaitu:

	Nomor 
	Kegiatan
	Jumlah hari

	1.

2.

3.

4.
	Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum

Latihan Dasar Mental Kejuangan

Diklat Bidang Substansi

Praktek Lapangan
	21 hari

30 hari

12 hari

24 hari

	Jumlah Keseluruhan
	87 hari


Untuk itu dimintakan Daerah Tk I dan Tk II mulai tahun 1994/1995 dapat  melaksanakan Latihan Pra Jabatan dan Kepribadian (LPJ-K) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut dan memberikan laporan kepada mdn. Dalam hal ada perkembangan kebijakan penyelenggaraan LPJ akan diberikan petunjuk tersendiri.

4. Pendidikan dan Pelatihan Pra Ujuan Dinas

Pendidikan dan Pelatihan ini diperuntukkan bagi para pegawai yang akan menempuh ujuan dinas kenaikan golongan, sehingga target group yang akan dididik dan dilatih disesuaikan dengan calon peserta ujian dinas. Tahun 1994/1995 pendidikan dan pelatihan Pra Ujian Dinas khususnya Bagian para pegawai yang akan menempuh ujuan dinas dari Golongan III ke golongan IV mulai dilaksanakan.

5. Sebagai pendidikan dan Pelatihan yang langsung berkaitan dengan pembinaan karier, pendidikan dan pelatihan penjenjangan mempunyai fungsi yang sangat strategis yakni mempersiapkan dan membekali para pejabat dan calon pejabat struktural dari tingkat yang paling rendap sampai ke jabatan yang tinggi.

Untuk itu dalam rangka pelaksanaan, agar dilakukan :

a. Pengkajian, penyempurnaan, dan penyusunan kurikulum silabi, metode pengajaran dan materi pelajaran dalam bentuk modul baik untuk tenaga pengajar (Widyaiswara) maupun untuk peserta.

b. Peningkatan pembinaan, mmonitoring dan evaluasi penyelenggaraan.

c. Penyempurnaan dan pengembangan pelaksanaan seleksi calon peserta, pembinaan peserta dan pembinaan alumni.

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar (Widyaiswara).

B. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIK FUNGSIONAL

1. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam rangka menghadapi tantangan kemajuan di berbagai bdang dan perkembangan tuntutan masyarakat akan pelayanan , menuntut peningkatan keahlian dan ketrampilan profesi yang beraneka ragam dan tingkatan. Kondisi demikian lebih lanjut menuntut berbagai jenis pendidikan dan pelatihan teknik fungsional yang diperlukan oleh aparat dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab yang diembannya, agar mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya.

Untuk itu mulai tahun 1994/1995 program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknik fungsional akan dimantapkan dan dikembangkan berjenjang serta dikaitkan dengan jabatan seseorang dan merupakan kredit poin untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan.

2. Untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagaimana tersebut diatas maka perlu diprogramkan berbagai jenis pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing,namun demikian sebagaimana tahun-tahun yang lalu disamping jenis-jenis diklat yang diprogramkan oleh daerah, terdapat beberapa jenis diklat yang secara nasional perlu mendapatkan perhatian dan menjadi prioritas dalam penyusunan program.

3. Beberapa diklat Teknik Fungsional yang menjadi prioritas antara lain:

BIDANG ADMINISTRASI

a. Orientasi Program Diklat

Untuk menyiapkan aparatur yang menangani kegiatan diklat di Daerah Tk II, maka pada tahun 1994/1995 Orientasi Program Diklat bagi para pejabat yang terkait dengan pembinaan aparatur akan tetap dilaksanakan/dilanjutkan.

b. Orientasi Pembinaan Aparatur 

Kegiatan pendidikan dan pelatihan pada dasarnya merupakan salah satu dari upaya penyelesaian masalah-masalah pembinaan aparatur atau kebijaksanaan personil dalam arti luas. Untuk memperoleh kesamaan persepsi dan lebih meningkatkan kerjasama antara Biro Kepegawaian, Biro Organisasi dengan Diklatprop Dati I, Bagian Kepegawaian dan bagian Ortala serta Subbag Diklat Pegawai di Dati II, maka tahun 1994/1995 program orientasi Pembinaan Aparatur yang diikuti oleh unsur Kepegawaian, organisasi dan Diklat akan tetap dilaksanakan/dilanjutkan.

c. Kursus manajemen Kepegawaian 

d. Kursus Manajemen kearsipan

e. Kursus Keprotokolan

f. Kursus Organisasi dan Metode

g. Kursus Perpustakaan

h. Kursus Pengawasan

i. Kursus Komputer

j. Kursus Dinas Staf/Staf Paripurna

k. Pendidikan  dan Pelathan bagi para pejabat Fungsional di Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II maupun di tingkat Kecamatan.

Sehubungan dengan itu, Biro Organisasi, Biro Kepegawaian dan Diklatprop Dati I supaya mulai mengiventarisasikan jumjlah Jabatan Fungsional  dan pejabatnya yang ada di daerah, selanjutnya memprogramkan diklat bagi para pejabat Fungsional dimaksud baik di Daerah Tingkat I maupun Tingkat II.

Untuk mendukung pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri n 18 Tahun 1993 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1993, guna lebih meningkatkan kemampuan tenaga-tenaga Fungsional Peneliti, dimintakan daerah memprogramkan diklat bagi para pejabat Fungsional Peneliti. Dalam kaitan ini agar Bappeda Tk I dan Diklatprop Dati I dengan koordinasi Badan Litbang dan Badan Diklat Departemen Dalam Negeri segera mengambil prakarsa.]

BIDANG KEUANGAN

a. Kursus Bendaharawan

Sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 60 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Kursus Bendaharawan Daerah di Lingkungan pemerintah Daerah Tk I dan Daerah Tk II, bahwa seluruh Bendaharawan baik Rutin maupun pembangunan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah harus mempunyai sertifikat Kursus Bendaharawan. Kursus ini dilaksanakan di Diklatprop Dati I dan di Daerah Tingkat II dengan koordinasi Diklatprop Dati I.

b. Kursus Keuangan Daerah

1) Kursus Manajemen keuangan

Kursus ini diperuntukkan bagi para pejabat pengelola keuangan daerah, baik untuk pejabat eselon V, pejabat eselon IV, pejabat eselon III maupun pejabat eselon II.

2) Kursus Administrasi Keuangan dan barang Daerah.

Program ini terdiri dari Kursus Administrasi Keuangan Daerah, Kursus Pendapatan Daerah dan Kursus Barang Daerah, yang diperuntukkan bagi semua pejabat/pegawai yang bertugas dalam pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah dan barang dearah, pendapatan daerah dan barang daerah. Departemen Dalam Negeri segera menyusun pedoman masing-masing tingkat diklat tersebut dan daerah memprogramkan penyelenggaraannya.

c. Kursus pengawasan BUMD

Kursus bagi para anggota Badan Pengawas perusahaan/BUMD, melalui kerjasama dengan LPEM Universitas Indonesia tetap akan dilanjutkan.

BIDANG PEMBANGUNAN

a. Teknik dan Manajemen Perencanaan dan Pembangunan (TMPPD) Dasar bagi Pejabat Bappeda Tk II. 

Kursus ini merupakan kerjasama antara Badan Diklat dengan Bappenas dan pelaksanaannya di 4 (empat) Universitas yaitu Universitas Syahkuala-Banda Aceh, Universitas Indonesia-Jakarta, Universitas Gajah Mada-Yogyakarta, dan Universitas Hasanuddin-Ujungpandang.

b. Latihan Perencanaan dan Tatalaksana Pembangunan Daerah (LPTPD).

Pelaksanaan pelatihan ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Perencanaan dan Tatalaksana Pembangunan Daerah (LPTPD) bagi Aparatur Perencana dilingkungan Daerah Tingkat II dan Kecamatan. Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyelenggaraan LPTPD semakin dirasakan relevansnya dengan upaya-upaya pengentasan kemiskinan. Dalam kaitan ini penyelenggaraan Diklat LPTPD perlu ditingkatkan dan disebar luaskan keseluruh Daerah Tk I dan Tk II serta Kecamatan.

Sehubungan dengan itu dimintakan kesiapan Daerah/Diklatprop Dati I berupa:

1) Laporan/Data Daerah Tingkat II yang telah menyelenggarakan KPTTD dan telah menghasilkan Kerangka Pembangunan Strategis (KPS).

2) Pemanfaatan KPS Hasil Diklat LPTPD sebagai bahan perencanaan bagi pembangunan daerah.

3) Rencana penyelenggaraan Diklat TOT lptpd di masing-masing Propinsi pada tahun 1994 dengan dukungan Dana APBD, serta penyelenggaraan Paket Pelatihan LPTPD Tk II dengan Dana APBD Tk I dan APBD Tk II.

4) Prioritas Tk II, target sasaran dan jadwal penyelenggaraannya.

5) Agar Diklatprop Dati I bersama Bappeda memonitor pelaksanaan INMENDAGRI Nomor 126/3246/Bangda tanggal 11 Desember 1992 dimana diinstruksikan agar Tk II yang telah memiliki KPS supaya menggunakannya sebagai dasar penyusunan program pengembangan wilayah terpadu.

c. Pelatihan Kader Pembangunan Desa Terpadu (LPDT)

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia khususnya di daerah pedesaan, maka Pelatihan Kader Pembangunan Desar Terpadu akan ditingkatkan dan mulai tahun 1994/1995 akan diselenggarakan Training Of  Trainer (TOT) LPDT baik di Badan Diklat Departemen Dalam Negeri maupun di Diklatprop Dati I.

Sehubungan dengan itu dimintakan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II mulai tahun 1994/1995 memprogramkan diklat ini dengan perincian sebagai berikut:

1) 9 sampai dengan 15 orang untuk mengikuti TOT LPDT di Badan Diklat Departemen Dalam Negeri.

2) Penyelenggaraan TOT di Diklatprop Dati I dengan peserta 7 sampai dengan 10 orang per Dati II dilingkungan Propinsi masing-masing.

3) Dati I dan Dati II menyelenggarakan LPDT sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

d. Kursus Manajemen Proyek (KMP).

Sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Kursus Manajemen Proyek bagi Pemimpin Proyek di jajaran Departemen Dalam Negeri dan pemerintah Daerah, maka seluruh Pemimpin Proyek dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah harus mempunyai sertifikat Kursus Manajemen Proyek.

Daalam hal tertentu Pimpro yang diangkat dan belum mempunyai sertifikat Kursus Manajemen Proyek (KMP), maka selambt-lambatnya 6 (enam) bulan harus mengikuti Kursus KMP tersebut. Melihat perkembangan target kuantitas selama 2 (dua) tahun terakhir yang cukup menggembirakan, maka pada tahun 1994/1995 Daerah disamping tetap memprogram penyelenggaraan KMP tersebut juga untuk dapat melakukan evaluasi yang agar dan manfaat KMP serta melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri.

e. Kursus Bagi Aparatur Perkotaan

Dengan semakin berkembangnya, telah banyak pula menimbulkan masalah yang memerlukan pemecahan baik melalui penyediaan prasarana, sarana maupun peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatur wilayah perkotaan, untuk mengatasi hal tersebut, program/kegiatan kursus bagi aparatur perkotaan akan tetap dilanjutkan dan dikembangkan.

Program/kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut diantaranya:

1) Kursus PPAT bagi Camat Wilayah Perkotaan;

2) Kursus Manajemen Perkotaan;

3) Kursus Manajemen Pasar Tradisional;

4) Studi Kasus bagi aparatur kota administrative.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LUAR NEGERI

Pendidikan dan Pelatihan ini merupakan bagian integral dari keseluruhan program pendidikan  luar negeri yang di untuk menambah wawasan dan pengalaman yang lebih luas khususnya bagi para pejabat senior, peningkatan keterampilan teknis serta Pendidikan dan Pelatihan lainnya bagi para tenaga-tenaga potensial.

Program-program tersebut antara lain:

1) Senior Official di University Of Pittsburgh di Amerika Serikat, yang diikuti oleh para Wakil  Gubernur KDH Tk I, Sekwilda Tk I dan secara selektif Kepala Daerah Tk II;

2) Asian Institute Of Technology (AIT) di Bangkok Thailand, yang diikuti oleh para Sekwilda Tk II

Sehubungan dengan itu mulai Tahun Anggaran 1994/1995, Daerah Tingkat I dimintakan untuk dapat menyediakan dana APBD, masing-masing:

a. 1 (satu) orang wakil Gubernur KDh Tk I/Sekwilda Tk I dan 2 (dua) orang kepala Daerah Tingkat II untuk mengikuti Program senior Official di University Of Pittsburgh.

b. 2 (dua) orang sekwilda Tk II/Pejabat Eselon III untuk mengikuti Program Asian Institute Of Technology (AIT) di Bangkok Thailand dan pada Asian Institute Of Management di Manila Philippina.

Demikian pula upaya peningkatan kemampuan bahasa Inggris bagi para pejabat/pegawai hendaknya semakin mendapatkan perhatian.

4. Untuk Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan teknik fungsional tersebut di atas Badan Diklat dan Diklatprop Dati I melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Melaksanakan analisa kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan.

b. Pengkajian, penyempurnaan dan penyusunan kurikulum dan silabi, metode pengajaran dan materi pelajaran dalam bentuk modul baik untuk tenaga pengajar (Widyaiswara) maupun untuk peserta. Masing-masing Diklatprop Dati I untuk tahun 1994/1995 minimal dapat menyelesaikan paket modul 2 (dua) Jenis Diklat.

c. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan serta memanfaatkannya dalam penyempurnaan dan pengembangan program dan pelaksanaan selanjutnya.

d. Peningkatan pembinaan peserta dan alumni peserta diklat.

e. Upaya peningkatan tenaga pengajar (Widyaiswara) , tenaga pelaksana dan tenaga analis di bidang pendidikan dan pelatihan teknik fungsional.

C. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN

1. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemerintahan dimaksudkan untuk menyiapkan kader-kader pemerintahan dalam negeri, pejabat pamong praja. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran yang sangat mendasar bahwa pimpinan pemerintahan di daerah harus mempunyai keahlian yang berkarakteristik spesifik di bidang pemerintahan. Sedang target group dari pendidikan dan pelatihan ini adalah para Kepala Wilayah/Daerah dan Staf umum pemerintahan.

2. Program pendidikan dan pelatihan manajemen pemerintahan meliputi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), Pendidikan dan Pasca Sarjana, Kursus Pimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (SUSPIMPEMDAGRI), Kursus Manajemen Of Training (MOT), Training of Trainers (TOT), Training Officer Course (TOC), Orientasi Legislatif bagi para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (DPRD Tk I) dan bagi para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (DPRD Tk II) serta Kursus pemerintahan bagi para Lurah/Kepala Desa dan pendidikan dan pelatihan sejenisnya.

Beberapa Diklat Manajemen Pemerintahan yang menjadi prioritas antara lain:

a. Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam negeri (STPDN).

Penerimaan Calon Praja (Mahasiswa) STPDN pada dasarnya tetap berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk Tahun ajaran 1994/1995 diprogramkan STPDN akan menerima 1000 orang prja (mahasiswa).

Proses seleksi penerimaan calon praja STPDN akan dilaksanakan mulai bulan Mei 1994 di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tk II seluruh Indonesia.

Badan Diklat Departemen Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap STPDN secara lebih intensif.

b. Institut Ilmu Pemerintahan (IIP)

1) Badan Diklat dan IIP perlu lebih memantapkan fungsi dan peranan IIP sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang berorientasi lebih kepada bobot akademis serta profesionalisme dalam tugas. Dengan demikian, output yang ingin dihasilkan dari pendidikan di IIP adalah pakar/ahli dalam disiplin Ilmu Pemerintahan.

Pada tahun 1994/1995 IIP tetap akan menerima calon Mahasiswa bukan saja bagi mereka yang berasal dari APBN tetapi juga dari Sarjana Muda (D-III) yang berasal dari berbagai disiplin keilmuan, terutama yang berlatar belakang Ekonomi/Keuangan guna mendukung pengembangan Jurusan Keuangan Daerah.

Untuk tahun ajaran 1994/1995 direncanakan lagi IIP akan menerima calon mahasiswa sejumlah 350 orang termasuk didalamnya 150 mahasiswa untuk Jurusan Keuangan Daerah.

2) Proses penerimaan calon mahasiswa IIP dilaksanakan bersama-sama dengan proses penerimaan calon Mahasiswa yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri yang telah bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri.

Proses seleksi tersebut akan dimulai pada bulan Januari 1994 yang akan datang dengan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan.

c. Pendidikan Pasca Sarjana yang mencakup Program Doktor (S3), program Master/magister diantaranya Magister Administrasi Publik (MAP). Sudah waktunya IIP mengembangkan Program Pasca Sarjana dibidang Pemerintahan.

Pelaksanaan pendidikan S1 saat ini belum diprogramkan dan dilaksanakan dengan terstandar baik prosedur, pembinaan maupun penyelesaian administrasi Kepegawaiannya. Sehubungan dengan itu perlu disusun prosedur yang benar dan baik. Demikian pula dengan program pasca sarjana agar segera dilakukan analisa kebutuhan, selanjutnya disusun prosedur penerimaan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan aspek kepegawaiannya. Dengan demikian daerah memprogramkan pendidikan aparatur yang berkualifikasi sarjana untuk melanjutkan ketingkat jenjang S2 dan S3 termasuk MAP sesuai dengan kebutuhan organisasi .

d. Kursus Kepemimpinan Pemerintahan dalam negeri (Suspimpemdagri).

Untuk tahun 1994/1995 Suspimpemdagri tetap akan dilanjutkan dan dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Departemen Pertahanan dan Keamanan/Mabes ABRI. Target group Suspimpemdagri diprioritaskan bagi para Camat atau yang dipersiapkan untuk menjabat Camat dengan perhatian kepada wilayah perbatasan dan wilayah daerah terbelakang.

Untuk itu Pemerintah Daerah agar menyiapkan calon peserta dan melakukan seleksi dengan mengutamakan Camat yang belum mengikuti kursus tersebut. Disamping itu hendaknya Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tk II terus melakukan pembinaan dan pendayagunaan alumni Suspimpemdagri dengan mendayagunakannya sebagaimana telah digariskan Menteri Dalam Negeri, diutamakan untuk menduduki Jabatan Kepala Wilayah Kecamatan.

Program kursus serupa agar dikembangkan di daerah dengan target group para Kepala sekolah Dasar. Untuk itu Departemen Dalam Negeri segera menyusun pedoman pelaksanaan Kursus dimaksud, Daerah Tk I dan Tk IImulai tahun 1994/1995 secara bertahap menyusun program sesuai dengan jumlah target group (Kepala Sekolah Dasar).

e. Program Pelaksanaan Geladi Pemerintahan Bina Praja.

Program Geladi Pemerintahan Bina Prja dilingkungan Departemen Dalam Negeri mulai dikembangkan pada tahun 1993/1994. pengembangantersebut dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Mabes TNI-AD dengan asisten dari Pusbangsisops yaitu dengan suatu metode pelathan dengan penyelenggaraan Geladi Bina Praja. Program Geladi Bina Praja sebagai suatu metode pelatihan dimaksudkan untuk mrmbina dan melatih keterampilan aparatur terutama Dati II sesuai bidang tugas yang diembannya. Program ini dikembangkan berdasarkan tuntutan dan perkembangan kebutuhan akan pembinaan aparatur yang tidak mungkin lagi dilakukan hanya dengan pendidikan atau pengajaran saja. Selanjutnya mulai tahun 1994/1995 daerah diharapkan segera menyusun program, Geladi Bina Praja dan sekaligus kesiapan untuk menyelenggarakan dengan perincian sebagai berikut:

1) Bagi Propinsi dengan jumlah Dati II kurang dari 10 memprogramkan minimal bagi satu Dati II;

2) Bagi Propinsi dengan Jumlah Dati II 10 atau lebih memprogramkan minimal 2 (dua) Dati II.

f. Rencana Pelaksanaan Diklat Legislatif (DPRD Tk I dan DPRD Tk II).

Dalam rangka pelaksanaan diklat legislative telah dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1993 yang mengatur tentang Pengenalan Tugas dan Pendalaman Materi Bidang Tugas Anggota DPRD. Selanjutnya dikeluarkan Inmendagri n 24 Tahun 1993 tentang pedoman Penyelenggaraan Pendalaman Materi Bidang Tugas DPRD Tk I dan DPRD Tk II. Dengan demikian diharapkan daerah segera mengambil langkah-langkah guna penyusunan program diklat Legislatif tersebut.

Disamping itu untuk pengembangan selanjutnya, Daerah memprogramkan diklat bidang tertentu (program non gelar) bagi anggota DPRD Tk I dan anggota DPRD Tk II dengan petunjuk Menteri Dalam Negeri cq Kepala Badan Diklat Departemen Dalam Negeri.

g. Kursus Management of Training (MOT), Training of Trainers (TOT)dan Training of Course (TOC)

Kursus ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta profesionalisme aparatur yang bertugas di lingkungan lembaga Diklat. Untuk itu program ini terus dilanjutkan dan disempurnakan baik system maupun mekanisme penyelenggaraan.

h. Kursus Manajemen Pemerintahan.

Kursus ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, wawasan serta keterampilan bagi Aparatur pemerintah Daerah sehingga lebih memiliki kemampuan atau “Competency base” dibidang ilmu dan keterampilan pemerintahan. Untuk itu program ini diperuntukkan bagi para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tk II, Sekwilda Tk II, Pembantu Bupati, Asisten Sekwilda Tk II, sekretaris Kota Administratif Camat dan Kepala Kelurahan. Untuk tahun 1994/1995 perlu dikembangkan dan diprogramkan.

i. Kursus Camat selaku PPAT (pejabat Pembuat Akta Tanah).

Untuk memberikan bekal bagi para Camat selaku PPAT untuk tahun 1994/1995 perlu diprogramkan dan dilaksanakan secara terpusat di Diklatprop Dati I. target group kursus PPAT ini diutamakan bagi para Camat yang bertugas di wilayah Kotamadya, Kota Administratif, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten dan wilayah Pengembangan lainnya.

j. Kursus Pemerintahan bagi Kepala Desa.

Kursus ini diberikan khususnya kepada para Kepala Desa yang baru, dimana kursus ini dibagi dalam 3 tahap sebagaimana telah diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Oktober 1989 Nomor 893.3/2931/SJ perihal Pedoman Umum Penyusunan Program Pendidikan dan Latihan Aparatur.

Bagi Kepala Desa khususnya yang diangkat setelah tanggal 1 April Tahun 1992 pada tahun 1994/1995 diwajibkan untuk mengikuti Kursus tersebut.

Sehubungan dengan itu Daerah Tk II dimintakan untuk memprogramkan kursus dimaksud dengan target group sejumlah Kepala Desa yang diangkat setelah tanggal 1 April 1992. kursus ini dapat diselenggarakan di Daerah Tk II dengan koordinasi Asisten Tatapraja dan Diklatprop Dati I.

k. Pendidikan dan Pelatihan bagi aparat dibidang Kependudukan, Sospol dan Hukum.

Secara khusus Departemen Dalam Negeri pada tahun 1994/1995 akan menyusun analisa kebutuhan diklat bagi aparatur yang bertugas dibidang kependudukan, sospol dan hukum. Untuk itu daerah dimintakan mulai memprogramkan diklat bagi aparatur yang bertugas dibidang kependudukan, sospol dan hukum tersebut.

III. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, perlu adanya penyempurnaan dan pengembangan baik dari segi kelembagaan, personil, program, kurikulum dan modul/materi Diklat maupun sarana dan prasarana diklat yang dapat dijelaskan sebaga berikut :

1. Pengembangan Kelembagaan Diklat.

Pemerintah Daerah diminta untuk labih dapat memanfaatkan lembaga Diklatprop Dati I tersebut guna pembinaan Diklat baik untuk Pegawai Negeri Sipil di daerah maupun untuk pendidikan dan pelatihan pegawai Badan Usaha Milik Daerah maupun perangkat desa/kelurahan. Disamping itu Diklatprop Dati I agar lebih aktif dan efektif dalam membina hubungan dengan Instansi/lembaga lain, baik Instansi/lembaga pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

2. Pengembangan Personil.

Sebagaimana dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1992.

……………….

KEEMPAT
: Pengisian formasi Pegawai Diklatprop Dati I agar diprioritaskan bagi Pegawai Negeri Sipil dari APDN daerah, yang lulus rata-rata terbaik dari Diklat Penjenjangan Karier dan Teknis Fungsional lainnya dan memenuhi persyaratam.

KELIMA
: Menunjang kegiatan Diklatprop Dati II dengan mengangkat Widyaiswara yang dikelompokkan dalam dan menangani Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Keuangan Daerah serta Bidang Administrasi dan Manajemen.

…………………

untuk itu agar dalam pengisian formasi pegawai dan pengangkatan Widyaiswara senantiasa berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut diatas.

Disamping itu agar selalu diusahakan peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi para pegawai dan Widyaiswara di lingkungan Diklatprop Dati I baik melalui kursus-kursus maupun dengan penugasan.

3. Pengembangan Program, Kurikulum, Modul/Materi Diklat.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Diklat diminta agar dapat disusun program, kurikulum, modul/materi Diklat antara lain:

a. Lebih mengefektifkan Tim Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Program Pendidikan dan Latihan Aparatur baik di TK I maupun Tk II.

b. Melakukan analisa kebutuhan diklat.

c. Menyusun Kurikulum dan Silabi jenis-jenis diklat tertentu sesuai kebutuhan daerah.

d. Menyusun modul/materi diklat baik untuk diklat Penjenjangan, Teknik Fungsional maupun Diklat Manajemen Pemerintahan.

Dalam menyusun program, kurikulum dan modul/materi Diklat tersebut selalu melihatkan dan memanfaatkan tenaga fungsional/Widyaiswara dan berkonsultasi dengan Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri.

4. Pengembangan Sarana dan Prasarana.

Sebagaimana dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1992.

………………..

KEENAM
: Seluruh asset yang dimiliki oleh APDN daerah agar dilimpahkan kepada Diklat Propinsi Jawa Tengah Dati I kecuali yang telah ditentukan lain oleh Menteri Dalam Negeri.

………………..

Sehubungan dengan itu agar pemerintah Daerah khususnya Diklatprop Dati I dapat mengoptimalkan penggunaan asset tersebut, termasuk mengupayakan penyesuaian, rehabilitasi dan penambahan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Selanjutnya agar semua kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan aparatur ini direncanakan oleh Bappeda Tk I dan Diklatprop Dati I sehingga pada tahun pertama Repelita VI (1994/1995? Kegiatan pendidikan dan pelatihan telah dapat diselenggarakan secara optimal.

IV. PENUTUP

Demikian beberapa petunjuk tentang Pemantapan Program Pembinaan Aparatur Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 1994/1995 sekaligus sebagai masukan daerah dalam menyusun Repelita VI Daerah Tk I dan Repelita VI daerah Tk II untuk dilaksanakan dan mendapatkan perhatian khusus para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
MENTERI DALAM NEGERI

LAMPIRAN 2 
:  Surat Menteri Dalam Negeri

Nomor
: 890/3519/SJ

Tanggal
: 18 Nopember 1991


KEBIJAKAN UMUM

PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR (DIKLAT),

DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

DALAM

PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM (PELITA VI)


I. PENDAHULUAN.

A. LATAR BELAKANG

1. Memasuki era Pembangunan Nasional Jangka panjang Tahap kedua (PJPT-II), pemerintah menempatkan kebijakan desentralisasi pemerintahan dan pembangunan sebagai strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Tujuannya adalah agar semua kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat (local spesifik) dan kondisi masing-masing Daerah (local setting).

2. Pembangunan Lima Tahun Keenam (PELITA VI) sebagai tahap awal pelaksanaan PJPT-II, secara khusus meletakkan pembangunan sumber daya manusia, termasuk pembangunan aparatur negara sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan, sebagaimana ditegaskan dalam GBHN 1993. aparatur negara meliputi seluruh aparatur yang ada di lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

3. Pembangunan aparatur negara diarahkan pada peningkatan kualitas, produktivitas, efisiensi dan efektifitas seluruh tatanan administrasi pemerintahan, termasuk peningkatan kemampuan dan disiplin, pengabdian, keteladanan dan kesejahteraan aparatur. Semua ini ditujukan kepada terwujudnya aparatur negara yang semakin mampu melaksanakan seluruh tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, khususnya dalam melayani, mengayomi dan menumpahkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

4. Hakekat tugas aparatur negara adalah melayani kepentingan umum sesuai bidang tugasnya masing-masing, sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat, maka cakupan tugas aparatur negara tampat semakin kompleks dan krusial, sehingga membutuhkan aparatur professional dalam setiap bidang tugas, dengan disiplin kerja yang tinggi dalam pelaksanaannya.

5. Salah satu upaya pembentukan dan peningkatan professionalitas dan disiplin kerja aparatur negara adalah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan aparatur yang dilaksanakan berupa pendidikan dan Pelatihan penjenjangan Karier (SEPADA, SEPALA, SEPADYA, dan SESPA), Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional (pendidikan dan Pelatihan bidang administrasi, bidang pembangunan, bidang keuangan dan bidang luar negeri), serta pendidikan dan pelatihan manajemen Pemerintahan (pendidikan dan pelatihan bidang Kepala Wilayah/Daerah, bidang Staf Umum Wilayah/Daerah, bidang Kader serta bidang hukum, lingkungan hidup dan sosial ppolitik).

6. Dalam menanggapi dan mengantisipasi kemajuan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semua bidang pendidikan dan pelatihan aparatur diarahkan ke dalam bentuk pendidikan dan pelatihan berjenjang, yakni pendidikan dan pelatihan tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi.

7. Langkah strategis yang harus dilakukan adalah menetapkan kebijakan umum pendidikan dan pelatihan aparatur, untuk dijadikan pedoman umum dalam pengelolaan pendidikan dan pelatihan.

8. Kebijakan umum pendidikan dan Pelatihan Aparatur menetapkan langkah-langkah pokok yang wajib dipedomani dalam pengelolaan pendidikan dan pelatihan aparatur di lingkungan Departemen Dalam negeri dan Pemerintah Daerah.

B. TUJUAN

Tujuan ditetapkan kebijakan umum peningkatan Kemampuan Aparatur Pemerintah (Departemen Dalam Negeri dan PemerintahDaerah) dalam Pelita VI adalah :

1. TUJUAN UMUM :

a. Sebagai pedoman umum dalam menetapkan kebijakan operasional di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah.

b. Sebagai arahan utama dalam proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah.

c. Sebagai acuan pokok dalam menentukan tujuan pendikan dan pelatihan  aparatur pemerintah.

2. TUJUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN :

a. Mewujudkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
b. Mewujudkan produktivitas kerja aparatur pemerintah melalui pola kerja yang efektif, efisien dan terpadu.

c. Mewujudkan sikap dan perilaku aparatur pemrintah yang disiplin, penuh pengabdian, dan keteladanan serta memilikietos kejuangan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas.

d. Menyiapkan aparatur pemerintah yang memiliki kulifikasi pendidikan dan pelatihan untuk menduduki jabatan struktural dan fungsional dalam rangka penataan kelembagaan.

C. PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. Kebijakan Umum Peningkatan Kemampuan Aparatur (Diklat) adalah ketetapan Menteri Dalam Negeri yang dijadikan pedoman umumn dalam menyusun dan menetapkan kebijakan operasional bidang pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

2. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah adalah wahana pengenalan, pembentukan, peningkatan dan pengembangan pengetahuan dan keterampilan, wawasan, visi, sikap dan perilaku aparatur.

3. Aparatur Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah adalah semua aparatur di jajaran Departemen Dalam Negeri dan pemerintah Daerah, meliputi:

a. Aparatur komponen pusat Departemen Dalam Negeri, yakni Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Sosial Politik, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Badan Pendidikan dan Pelatihan.

b. Aparatur Pemerintah Daerah Tingkat I, yakni Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Anggota DPRD, Perangkat: Sekretariat DPRD, Sekretariat Wilayah/Daerah, Pembantu Gubernur, Dinas Daerah, Inspektorat Wilayah Propinsi, Direktorat Sosial Politik, Markas Wilayah pertahanan Sipil, Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa, Badan KOordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD), Badan Pembina Pelaksanaan Pendidikan  Pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila (BP-7), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Daerah Tingkat I (Diklatprop dati I), Pusat Data Elektronik dan Badan usaha Milik Daerah/perusahaan daerah.

c. Aparatur Pemerintah Daerah Tingkat II, yakni Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, anggota DPRD, Perangkat: Sekretariat DPRD, Sekretariat Wilayah/Daerah, Pembantu Gubernur, Dinas Daerah, Inspektorat Wilayah Propinsi, Direktorat Sosial Politik, Markas Wilayah pertahanan Sipil, Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa, Badan KOordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD), Badan Pembina Pelaksanaan Pendidikan  Pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila (BP-7), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Daerah Tingkat I (Diklatprop dati I), Pusat Data Elektronik dan Badan usaha Milik Daerah/perusahaan daerah.

d. Aparatur Pemerintah Wilayah Kecamatan, yakni Camat, Perangkat : Sekretariat Wilayah Kecamatan dan seksi-seksi.
e. Aparatur Pemerintah kelurahan, yakni lurah, kepala lingkungan dan perangkat sekretariat Kelurahan.

f. Perangkat Pemerintah Desa, yakni kepala Desa, kepala Dusun, Anggota Lembaga musyawarah Desa dan Perangkat sekretariat Pemerintahan Desa.

4. Pembangunan lima tahun Keenam (Pelita VI) adalah kurun waktu berlakunya kebijakan Umum Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yakni mulai tahun anggaran 1994/1995 sampai dengan tahun anggaran 1998/1999.

II. LANDASAN, ASAS DAN ARAH KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR

A. LANDASAN UMUM DAN OPERASIONAL

1. LANDASAN UMUM

a. Landasan Idiil, KOnstitusionil dan Operasionil

1) Landasan Idiil


: Pancasila

2) Landasan Konstitusional
: Undang-undang Dasar 1945

3) Landasan Operasional

: GBHN (Ketetapan MPR Nomor II Tahun 1993)

b. Kebijakan Peningkatan Kemampuan aparatur

1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan titik berat utama dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJPT II).
2) Pembangunan aparatur negara merupakan salah satu sub sektor dalam Pembangunan Lima Tahun VI.

3) Departemen dalam Negeri ikut serta bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam semua tingkatan pemerintahan.

4) Aparatur negara yang andal, professional, efektif dan efisien diperlukan dalma upaya mendukung peningkatan kelembagaan pemerintah.

c. Kebijakan Diklat Aparatur

1) Kebijakan pembinaan aparatur negara merupakan landasan kebijakan strategis dan operasional pendidikan dan pelatihan aparatur di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
2) Keberhasilan  pelaksanaan pembangunan nasional merupakan akumulasi keberhasilan pelaksanaan pembangunana Daerah yang ditentukan oleh kemampuan aparatur pemerintah di Daerah tingkat II.

3) Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II antara lain ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah di Daerah Tingkat II.

2. LANDASAN OPERASIONAL

a. Aspek Kebijakan

1) Pendidikan dan Pelatihan aparatur ditujukan untuk membentuk aparatur pemerintah yang memiliki sifat dan sikap mental serta moral sesuai pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2) Pendidikan dan pelatihan aparatur ditujukan untuk membentuk aparatur pemerintahyang memiliki disiplin diri, serta disiplin dalam menerapkan peraturan perundang-undangan .
3) Pendidikan dan Pelatihan aparatur ditujukan untuk membentuk aparatur pemerintah yang menjunjung tinggi loyalitas dan nilai kejuangan kepada Bangsa dan negara serta memiliki jiwa korps sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

b. Aspek Strategis

1) Keberhasilan pelaksanaan tugas umum di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat sangat tergantung pada kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah. 
2) Setiap program pendidikan dan pelatihan dirancang dengan berorientasi kepada keberhasilan pelaksanaan misi Departemen Dalam Negeri dan misi pemerintah daerah.
3) Penataan kelembagaan dalam lingkup Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah memerlukan aparatur yang memenuhi kualifikasi dalam bidang tugas.

c. Aspek Manajerial

1) Pendidikan dan pelatihan aparatur Departemen Dalam Negeri dan pemerintah Daerah, didasarkan kepada kebijakan Menteri Dalam Negeri.
2) Secara fungsional, tanggung jawab dan kewenangan pembinaan pendidikan dan pelatihan aparatur di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan pemerintah Daerah berada pada Badan pendidikan dan pealtihan.
3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dilakukan olehBadan Pendidikan dan Pelatihan, Diklat Wilayah, Diklat Propinsi Dati I dan sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II.

B. ASAS-ASAS KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR

1. ASAS KEWAJIBAN

a. Keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan aparatu lebih merupakan kewajiban daripada hak bagi aparatur negara di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
b. Setiap unit kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan 15 sampai dengan 30 hari dalam satu tahun bagi unsur aparaturnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

c. Pemerintah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II wajib mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun pertama Repelita VI sebesar 5% sampai dengan 10% dari anggaran belanja pegawai untuk biaya pendidikan dan pelatihan aparatur dan 10% sampai dengan 15% untuk tahun-tahun selanjutnya.

2. ASAS MANFAAT

a. Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur didorong oleh manfaat akan perlunya pengetahuan, wawasan, keterampilan dan sikap mental yang konstruktif guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas.
b. Rancangan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur berorientasi dan harus dapat memberikan manfaat bagi keberhasilan pelaksanaan tugas aparatur negara.

c. Pendidilan dan pelatihan aparatur memberikan manfaat berupa semakin tepat dan dihayatinya system dan prosedur serta metode dan teknik dalam mekanisme organisasi oleh segenap aparatur.

3. ASAS MERATA

a. Pendidikan dan pelatihan aparatur dilaksanakan secara merata di seluruh tingkatan pemerintahan.
b. Secata fungsional, tanggung jawab pendidikan dan pelatihan aparatur disusun dalam lembaga yang berjenjang dari Badan Diklat, Diklat Wilayah dan Dilat Propinsi Dati I sampai dengan sub bagian Diklat pada setwilda Tingkat II.

c. Kesempatan yang sama diberikan secara merata kepada seluruh aparatur negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
4. ASAS PRIORITAS

a. Penetapan jenis pendidikan dan pelatihan aparatur berorientasi kepada skala prioritas, daya guna dan hasil guna.
b. Prioritas jenis Diklat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terus-menerus berubah, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing Daerah.

c. Penunjukan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dilaksanakan atas dasar prioritas kebutuhan.

5. ASAS KESEIMBANGAN KUANTITAS DAN KUALITAS

a. Pendidikan dan pelatihan aparatur dilaksanakan dengan mendasarkan kepada keseimbangan antara kebutuhan jumlah (kuanlitas) dan tuntutan kualitas.

b. Secara berkala dilakukan pengkajian dan peningkatan keseimbangan kuantitas dan kualitas sumber-sumber belajar dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, yaitu mencakup: orang (peserta, tenaga pengajar, penyelenggaraan), isi pesan (materi diklat), media 9segala sesuatu yang mengandung pesan), alat (perangkat keras dan perangkat lunak), cara/metode, serta lingkungan.

6. ASAS DEKONSENTRASI DAN DESENTRALISASI

a. Dekonsentrasi pendidikan dan pealtihan adalah pelimpahan wewenang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan kepada Diklat Wilayah, Diklat Propinsi Dati I dan Setwilda TIngkat II.

b. Desentralisasi pendidikan dan pelatihan adalah penyerahan wewenang dan tanggung jawab kepada Daerah untuk merencanakan, menyelenggarakan dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

7. ASAS SINERGISTIK

a. Pendidikan dan pelatihan aparatur dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan utamanya tiga unit kerja terkait, yaitu Biro/Bagian Organisasi/Ortala dalam kaitan dengan kebutuhan organisasi/kelembagaan, Biro/bagian kepegawaian dalam kaitan dengan pengadaan dan pengembangan pegawai, serta Badan Diklat/Diklat Wilayah/Diklat Propinsi Dati I dalam kaitan dengan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

b. Pendidikan dan pelatihan aparatur dilaksanakan secara terpadu dengan lembaga/unit kerja yang secara potensial dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pendidikan dan pelatihan.

8. ASAS PENDAYAGUNAAN

a. Setiap alumni pendidikan dan pelatihan memiliki jaminan untuk didayagunakan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya.
b. Setiap unit kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah hanya dapat mengirimkan calon peserta Diklat yang benar-benar potensial dan telah dipersiapkan untuk menduduki suatu jabatan tertentu setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan , sesuai dengan dan dalam rangka peningkatan karier.

C. ARAH KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR

1. PROFESIONALISME KEDIKLATAN

a. Pengkajian semua unsur sumber belajar (orang, isi pesan, media, alat bantu, cara/metode dan lingkungan) ditujukan bagi upaya peningkatan profesionalisme dalam perencanaan dan pelaksanaan serta hasil Diklat.

b. Upaya memperkuat kemampuan kelembagaan dan aparatur yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pendidikan dan pelaihan dilaksanakan secara terus-menerus, dengan memberi kesempatan kepada mereka untuk mengikut berbagai jenis pendidikan dan pelatihan aparatur di dalam dan di luar negeri.

c. Profesionalisme kediklatan dilaksanakan sebagai langkah awal menuju terciptanya unit kerja Diklat swadana.

2. DOKTRIN DIKLAT

a. Penempatan aparatur dalam suatu jabatan benar-benar didasarkan kepada pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti.

b. Pendidikan dan pelatihan lebih merupakan upaya menngkatkan kualitas sumber daya aparatur negara daripada semata-mata sebagai persyaratan untuk menduduk jabatan tertentu.

c. Pola pembinaan pegawai dilaksanakan secara berkala dan berjenjang dengan mengikuti urutan dari pendidikan , penempatan kerja dan dilanjutkan dengan pelatihan.

3. PEMBENTUKKAN KADER PEMERINTAHAN

a. Departemen Dalam Negeri membentuk kader pelaksana pemerintahan dalam negeri untuk melaksanakan mekanisme pemerintahan, dengan kemampuan teori dan praktek yang mendasar dan seimbang.

b. Kader pemerintahan dibentuk melalui wahana pendidikan dan pelatihan secara terprogram.

c. Pembentukan kader pemerintahan menjadi tanggung jawab ebrsama antara Departemen Dalam Negeri dan pemerintah Daerah.

d. Setiap kader pemerintahan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melipat gandakan (multiplier effect) limu dan pengetahuan serta keterampilan dan sikap mental serta moral kepada lingkungan kerjanya masing-masing.

e. Dalam pembentukan kader pemerintahan dalam negeri dilanjutkan kebijakan pendidikan dan pelatihan melalui Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan Institut Ilmu Pemerintahan, serta program Strata – 1 (Sarjana), Strata – 2 (Magister) dan strata – 3 (Doktor) kerja sama dengan Perguruan Tinggi negeri baik di dalam maupun diluar negeri.

f. Tahap Pengembangan karier seorang Pegawai Negeri Sipil selama masa dinas terbagi dalam tiga tahap yaitu :

PERTAMA
: - Selama  berada  dalam  eselon IV dan V serta sebelumnya disebut periode pematangan.

· Periode ini secara ideal dijalani dalam kurun waktu 8 s.d 18 tahun (dalam usia 27 s.d 43 tahun ).

KEDUA
: - Selama berada dalam eselon iii disebut periode pengembangan.

· Periode secara ideal ditempuh dalam waktu 12 tahun (dalam usia 17 s.d. 49 tahun ).

KETIGA
: - Selama berada dalam eselon id an II disebut periode pengabdian.

III. STRATEGI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR

A. PENDEKATAN SECARA HOLISTIK

1. Seiring dengan struktur program pembangunan nasional yang diperinci ke dalam sektor-sektor pembangunan, maka penyusnan program pendidikan dan pelatihan aparatur selama ini menggunakan pendekatan yang mengacu kepada prioritas program yang lebih bersifat sektoral (partial) menurut jenis pendidikan dan pelatihan.
2. Sementara itu sebagai akibat perkembangan zaman yang terus bergulir, dimana permasalahan yang dihadapi menjadi semakin kompleks dan krusial, dipandang bahwa pendekatan sektoral (partial) seperti yang diberlakukan selama ini memiliki hal-hal yang perlu dilengkapi dalam berbagai aspek. Pendekatan yang lebih mendasarkan kepada spesialisasi fungsi yang diemban aparatur negara tersebut, sebagaimana telah dijabarkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri tampak lebih bersifat terapi dan mengacu kepada urgensitas permasalahan yang dihadapi.
3. menyadari adanya kelemahan-kelemahan yang terkandung dalam pendekatan sektoral (partial) tersebut, maka dalam memasuki era pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (PJPT-II) khususnya dalam Pembangunan Lima Tahun Keenam (Pelita VI), pendekatan yang akan dipergunakan dalam penyusunan program pendidikan dan pealtihan aparatur diarahkan dan dititikberatkan kepada pendekatan komprehensif yang holistic tanpa mengesampingkan pendekatan/parsial menurut jenis Diklat tertentu sektoral yang selama ini telah digunakan.

4. Dalam hal ini yang dimaksud pendekatan holistic adalah pendekatan yang mengkaji secara cermat, utuh, menyeluruh dan terpadu terhadap semua permasalahan pembinaan aparatur melalui pendidikan dan pealtihan, yang menyangkut tatanan manajemen pemerintahan sebagai satu kesatuan yang terjalin secara erat dan hierarkis mulai dari pemerintah Pusat sampai dengan pemerintah Desa/Kelurahan, utamanya Daerah Tingkat ii sebagai satu kesatuan yang utuh/menyeluruh.
5. Pendekatan holistic mengutamakan keterpaduan program pendidikan dan pelatihan aparatur secara sinergistik dengan berbagai aspek kegiatan yang terkait. Hal tersebut merupakan suatu keharusan sebab program pendidikan dan pelatihan aparatur harus saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, serta mampunyai jalinan yang erat, baik jalinan antar struktur kegiatan maupun jalinan antar fungsi kegiatan. Dengan demikian diharapkan program pendidikan dan pelatihan aparatur yang dilaksanakan akan tepat sasaran sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing.

6. Dalam pendekatan holistic, penyusunan program pendidikan dan pealtihan antara lain harus mengacu kepada tersedianya data yang mencakup:

a. Jumlah urusan yang telah dan akan diserahkan kepada Daerah Tingkat II.

b. Penataan kelembagaan, yang mencakup Setwilda Kabupaten/Kotamadya Dati II, Dinas-dinas Dati II, Badan/Lembaga Dati II, Kecamatan dan kelurahan/Desa.

c. Jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah tenaga kerja dan struktur ekonomi serta potensi alam.

d. Lokasi wilayah Kecamatan dan kelurahan/Desa.

Pengkajian terhadap semua aspek tersebut di atas akan membawa akibat dan konsekuensi yang sangar besar terhadap upaya dan arah penngkatan kemampuan/kualitas aparatur melalui program pendidikan dan pelatihan.

Dengan demikian pendekatan holistic mensyaratkan adanya kegiatan inventarisasi data dan analisis terhadap semua aspek yang dapat mempengaruhi tingkat kemampuan aparatur di daerah.

7. Kegiatan yang sangat urgen dan sentral untuk pelaksanaan inventarisasi dan analisis data yang diperlukan dalam penyusunan program pendidikan dan pealtihan secara holistic adalah pemotretat kondisi dan keadaan riil aparatur di Daerah Tingkat II, termasuk di dalamnya aparatur di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

8. Hasil pemotretan kondisi dan keadaan riil aparatur di Daerah Tingkat II, merupakan dasar pijakan untuk melakukan nalisis tingkat kemampuan aparatur di Daerah Tingkat II. Dengan mengetahui tingkat kemampuan yang dimiliki aparatur di Daerah Tingkat II serta implikasi dari semua aspek yang mempengaruhinya, maka dapat ditetapkan langkah-langkah kongkrit yang mengarah kepada peningkatan kemampuan aparatur di Daerah Tingkat II. Salah satu upaya untuk memadukan kondisi dan keadaan riil dengan tingkat kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur di Daerah tingkat II adalah dengan melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
9. Analisis kebutuhan pendidikan dan pealtihan merupakan langkah yang sangat menentukan dalam penyusunan program pendidikan dan pealtihan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi aparatur maupun unit kerja yang bersangkutan. Dengan demikian peran pendidikan dan pealtihan yang diharapkan bukan sekedar sebagai upaya peningkatan kemampuan/kualitas dari aparatur tetapi juga sebagai upaya untuk mewujudkan penataan kelembagaan dari unit kerja yang bersangkutan.
B. KELOMPOK SASARAN DAN PRIORITAS DIKLAT

1. Kelompok sasaran pendidikan dan pelatihan aparatur di lingkungan Departemen Dalam negeri dan pemerintah Daerah mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pegawai Badan usaha Milik Daerah (BUMD) maupun perangkat Desa/Kelurahan.
2. Dalam upaya mewujudkan titik berat otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab pada Daerah Tingkat II, maka prioritas program pendidikan dan pealtihan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ditujukan kepada aparatur di Daerah Tingkat II , termasuk di dalamnya aparatur di tingkat Kecamatan dan perangkat Desa/Kelurahan.
3. Peletakan prioritas program pendidikan dan pelatihan aparatur pada Daerah tingkat II merupakan langkah yang sangat strategis, sebab sebagai daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, aparatur di Daerah Tingkat II harus semakin andal, professional, efisien dan efektif serta lebih tanggap terhadap aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat terjadi percepatan peningkatan keterpaduan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan seluruh aparatur di Daerah Tingkat II secara optimal sehingga lebihberdayaguna dan berhasilguna.

4. Prioritas program pendidikan dan pelatihan bagi aparatur di Daerah Tingkat  II, pada hakekatnya bertujuan untuk membentuk aparatur yang mampu mengatur, mengurus dan menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya masing-masing dalam rangka mewujudkan titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II, tanpa mengabaikan tugas-tugas lainnya. Hal tersebut mengandung makna bahwa azas desentralisasi harus dapat dilaksanakan bersama dengan azas dekonsentrasi, dengan memberikan kemungkinan bagi pelaksanaan tugas pembantuan.

IV. SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PALATIHAN APARATUR 

A. TAHAP PERENCANAAN

Perencanaan pendidikan dan pealtihan aparatur merupakan tahap pengelolaan pendidikan dan pealtihan aparatur, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:
1. Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, dengan cakupan kegiatan:

a. Menyusun kondisi normative kemampuan aparatur, sesuai formasi kuantitatif dalam hirarki organisasi dan tuntutan kualifikasi bidang tugas dalam tatanan administrasi pemerintahan.
b. Memotret dan menyusun kondisi riil kemampuan aparatur, sesuai kreteria pada point a di atas.

c. Menganalisa kesenjangan antara point a dan point b di atas, untuk mengetahui kuantitas dan kualitas aparatur yang harus dibentuk dan ditingkatkan kemampuannya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.

d. Menetapkan secara menyeluruh jenis pendidikan dan pealtihan yang dibutuhkan berdasarkan hasil analisis point c di atas, yang melputi:

1) Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemerintahan, yakni Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepala Wilayah/Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Bidang Staf Umum Wilayah/Daerah, Pendidikan dan pelatihan Bidang Kader dan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Hukum, lingkungan Hidup dan Sosial Politik.
Dilanjutkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Manajemen pemerintahan yang telah dilaksanakan selama ini, yang antara lain mencakup:
(a) Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri

(b) Institut Ilmu Pemerintahan

(c) Program Magister dan Doktor

(d) Kursus Legislatif

(e) Geladi Manajemen Pemerintahan

2) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional, yakni Pendidikan dan Pelatihan Bidang administrasi, Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pembangunan, Pendidikan dan Pelatihan Bidang Keuangan dan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Luar Negeri.
Dilanjutkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional yang telah dilaksanakan selama ini, yang antara lain mencakup:
(a) Kursus Manajemen Proyek (KMP)

(b) Kursus Bendaharawan

(c) Latihan Perencanaan dan Tatalaksana Pembangunan Daerah (LPTPD)

(d) Teknik Manajemen Perencanaan Pembangunan (TMPP)

3) Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Karier, yakni Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Dasar (Sepada), Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Lanjutan (Sepala), Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Madya (Sepadya), dan Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Atas (Sespa).
Semua jenis pendidikan dan pelatihan tersebut diarahkan untuk dilakukan secara berjenjang, yakni pendidikan dan pealtihan tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat tinggi.
4) Latihan Pra Jabatan (LPJ)

Kebijakan pendidikan dan pelatihan aparatur telah mulai diberlakukan semenjak seseorang diterima masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), yaitu dengan kewajiban mengikuti Latihan Pra Jabatan (LPJ).
e. Menetapkan peringkat prioritas setiap jenis pendidikan dan pealtihan yang akan dilaksanakan berdasarkan urgensitas kebutuhan dan kemampuan pembiayaan.
2. Merancang dan menetapkan Sistem instruksional untuk setiap jenis pendidikan dan pealtihan, meliputi:

a. Merumuskan latar belakang pentingnya pendidikan dan pealtihan.
b. Menetapkan Tujuan Instruksional (Tujuan instruksional Umum dan Tujuan instruksional Khusus) yang harus dicapai dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan.

c. Menetapkan susunan mata pelajaran yang akan disajikan untuk mencapai Tujuan Instruksional.

d. Menetapkan jumlah dan criteria kelompok sasaran pendidikan dan pelatihan.

e. Menetapkan tenaga pengajar dan nara sumber.

f. Menetapkan metode pembelajaran.

g. Menetapkan media dan alat bantu pembelajaran.

h. Menetapkan metode evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan, melputi evaluasi peserta, evaluasi tenaga pengajar dan evaluasi penyelenggaraan.

3. Menyusun substansi setiap materi pelajaran yang dituangkan dalam bentuk buku atau modul pembelajaran.

4. Menyusun Pedoman untuk Pelatih/Tenaga Pengajar dari setiap materi pelajaran.

5. Menyusun Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

6. Menetapkan legalitas jenis pendidikan dan pelatihan.

B. TAHAP PELAKSANAAN 

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur merupakan momentum penentu kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Langkah-langkah kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pra Pendidikan dan Pelatihan, meliputi:

a. Menyiapkan keseluruhan administrasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
b. Melakukan rekruitmen calon peserta pendidikan dan pelatihan berdasarkan criteria yang dipersyaratkan.

c. Melakukan seleksi calon peserta pendidikan dan pealtihan.

d. Menetapkan peserta pendidikan dan pelatihan berdasarkan hasil seleksi.

e. Memanggil peserta pendidikan dan pealtihan sesuai jadwal waktu pelaksanaan yang ditetapkan.

f. Menyiapkan fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pealtiha, meliputi sarana, prasarana, akomodasi, konsumsi, media dan alat bantu.

2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sesuai jadwal waktu yang ditetapkan, meliputi:

a. Melaksanakan kegiatan awal pembukaan, yaitu saat mulai pengalihan dari kedudukannya sebagai pejabat menjadi peserta pendidikan dan pealtihan.
b. Melaksanakan evaluasi awal (Pra Test) untuk mengetahui kemampuan awal peserta (entry behaviour).

c. Melakukan kegiatan pembelajaran berdasarkan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

d. Mengevaluasi keaktifan peserta selama proses pembelajaran, yang dilakukan oleh pihak penyelenggara.

e. Megevaluasi  kemampuan tenaga pengajar dalam menyajikan materi pelajaran, yang dilakukan oleh peserta.

f. Mengevaluasi proses penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, yang dilakukan oleh peserta dan tenaga pengajar.
g. Melakukan evaluasi akhir (post Test) terhadap kemampuan peserta, untuk mengetahui perubahan kemampuan akibat kegiatan pendidikan dan pealtihan.

h. Menetapkan kelulusan peserta berdasarkan hasil evaluasi akhir, dengan menerbitkan surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).

i. Melaksanakan seremonial penutupan.

3. Kegiatan Pasca Pendidikan dan Pelatihan, meliputi:

a. Mengembalikan peserta ke instansi asal, dengan kelengkapan administrasinya.
b. Menyampaikan saran dan harapan kepada instansi asal peserta agar mendayagunakan alumni pendidikan dan pealtihan dalam hirarki jabatan dan bidang tugas sesuai substansi pendidikan dan pelatihan yang diikuti.

C. TAHAP MONITORING DAN EVALUASI PENDAYAGUNAAN ALUMNI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Monitoring dan evaluasi pendayagunaan alumni pendidikan dan pelatihan merupakan kegiatan akhir dalam pengelolaan pendidikan dan pealtihan aparatur, untuk mengetahui ketepatan penempatan alumni pendidikan dan pealtihan dalam hirarki organisasi dan bidang tugas sesuai substansi pendidikan dan pealtihan yang telah diikuti. Langkah-langkah kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan instrukmen monitoring dan evaluasi pendayagunaan alumni pendidikan dan pelatiha untuk setiap jenis pendidikan dan pealtihan sesuai kualifikasi bidang tugas dalam hirarki organisasi.

2. Melakukan monitoring dan evaluasi pendayagunaan alumni pendidikan dan pelatihan.

3. Menganalisis data hasil monitoring dan evaluasi pendayagunaan alumni pendidikan dan pelatihan.

4. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi pendayagunaan alumni pendidikan dan pealtihan.

5. Menetapkan kebijakan pendayagunaan alumni pendidikan dan pelatihan, berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi pendayagunaan alumni.

V. PENUTUP

1. Kebijakan Umum Peningkatan Kemampuan Aparatur (Diklat) Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam Pelita VI ini wajib dipahami, dihayati dan dilaksanakan oleh semua aparatur Departemen Dalam Negeri dan pemerintah Daerah.

2. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan aparatur di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, berupa pendidikan dan pelatihan tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat tinggi, wajib mempedomani Kebijakan Umum Peningkatan Kemampuan Aparatur (Diklat).

3. Efektifitas pelaksanaan Kebijakan Umum Peningkatan Kemampuan Aparatur (Diklat) Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah membutuhkan partisipasi aktif  semua aparatur yang bertugas dijajaran lembaga pendidikan dan pelatihan.
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